BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Literatur
[bookmark: _Hlk137195061]Bab kajian pustaka ini memuat elaborasi mengenai hasil penelitian terdahulu serta konsep-konsep teoretis yang relevan dengan fokus utama penelitian. Dinamika kerja sama infrastruktur antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)—khususnya terkait eskalasi biaya (cost overrun) dan potensi jebakan utang (debt trap) pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)—merupakan diskursus yang telah banyak memantik perhatian para akademisi dan peneliti untuk mengkajinya secara mendalam. Secara substantif, penyusunan tinjauan pustaka (literature review) ini bertujuan untuk memetakan dan menyintesis berbagai literatur yang berkaitan dengan isu sentral penelitian, yakni strategi ekonomi politik Pemerintah Indonesia dalam merestrukturisasi pendanaan proyek KCJB. Tinjauan ini difokuskan pada dinamika pergeseran kebijakan dari skema pembiayaan murni Business-to-Business (B2B) menjadi skema intervensi negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dampaknya terhadap upaya menjaga kedaulatan ekonomi di tengah interdependensi asimetris dengan China.
Berbagai sumber kepustakaan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen regulasi, maupun skripsi dan tesis terdahulu dikaji secara komprehensif. Melalui sintesis literatur tersebut, penulis berupaya mengidentifikasi celah penelitian (research gap) yang belum banyak dieksplorasi oleh studi-studi sebelumnya, khususnya mengenai end-game atau hasil akhir negosiasi restrukturisasi utang bertenor panjang pasca-krisis pandemi. Identifikasi celah ini pada akhirnya bermuara pada upaya untuk mengembangkan arah penelitian, sekaligus menegaskan letak kebaruan (novelty) dan orisinalitas dari tulisan ini.
1. [bookmark: _Hlk227703149][bookmark: _Hlk227702778]A Critical Look at Chinese 'Debt-Trap Diplomacy': The Rise of a Meme (Brautigam, 2020)
a. Substansi Penelitian: Membedah secara kritis narasi diplomasi jebakan utang China. Penelitian ini berargumen dan membuktikan bahwa kegagalan bayar yang berujung pada hilangnya aset strategis sebuah negara disebabkan oleh mismanajemen fiskal dan birokrasi domestik negara debitur, bukan karena jebakan yang didesain secara sengaja oleh Beijing.
b. Persamaan: Sama-sama mengkaji dan membongkar konsep ancaman debt-trap diplomacy dalam proyek pinjaman infrastruktur China.
c. Perbedaan: Brautigam menggunakan pendekatan global dengan fokus studi kasus kegagalan di Afrika. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik memotret studi kasus di Indonesia (KCJB) sebagai bentuk keberhasilan strategi negara debitur memitigasi jebakan tersebut melalui restrukturisasi utang.

2. Motif Geonomi Tiongkok dalam Penawaran Skema B2B pada Proyek Kereta Cepat di Indonesia (Santoso dalam Anam, 2021) 
a. Substansi Penelitian: Menganalisis alasan mendasar (geoeconomic motives) mengapa Tiongkok berani mengambil risiko besar dengan menawarkan skema murni Business-to-Business tanpa jaminan APBN di tahun 2015, semata-mata untuk mengalahkan hegemoni Jepang di Asia Tenggara. 
b. Persamaan: Menganalisis relasi pembiayaan awal proyek KCIC yang disepakati tanpa menggunakan jaminan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
c. Perbedaan: Literatur ini berfokus pada "niat dan strategi awal" dari pihak Tiongkok sebagai kreditur. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada "respons dan strategi akhir" dari pihak Indonesia sebagai debitur ketika skema awal tersebut menemui jalan buntu..
1. Jebakan Utang Tiongkok: Mitos atau Realitas dalam Pembangunan Infrastruktur Indonesia (Wijaya, 2019) 
a. Substansi Penelitian: Melakukan uji literatur terhadap teori jebakan utang menggunakan data indikator makroekonomi Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa rasio utang Indonesia ke Tiongkok masih dalam batas aman dibandingkan dengan total PDB, sehingga ancaman debt trap dianggap masih terkendali. 
b. Persamaan: Menjadikan konsep ancaman debt trap dari inisiatif BRI sebagai variabel independen yang diuji terhadap kondisi ekonomi Indonesia. 
c. Perbedaan: Jurnal ini menggunakan pendekatan makroekonomi kuantitatif (rasio utang terhadap PDB). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif EPI, berfokus pada dinamika bargaining (tawar-menawar) aktor negara dalam menyiasati ancaman spesifik pada satu entitas proyek konsorsium.
4. Debunking the Myth of 'Debt-Trap Diplomacy' (Lee Jones and Shahar Hameiri, 2020)
a. Substansi Penelitian: Laporan ini membongkar mitos bahwa inisiatif BRI adalah grand-strategi yang disetir secara sentral dari Beijing. Penelitian ini menemukan bahwa proyek BRI seringkali terfragmentasi dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan elit dan institusi lokal di negara penerima pinjaman.
b. Persamaan: Sama-sama meyakini bahwa aktor domestik di negara penerima memiliki peran dan ruang tawar yang signifikan dalam proyek infrastruktur China.
c. Perbedaan: Jurnal ini berfokus pada fragmentasi kebijakan China secara luas, sedangkan penelitian penulis berfokus pada langkah regulatif secara spesifik (Perpres No.93/2021) oleh pemerintah Indonesia dalam membalikkan keadaan krisis pendanaan.

5. The Jakarta-Bandung High-Speed Railway: A Case Study in Chinese Economic Diplomacy in Indonesia (Noor & Yiming, 2024)
a. Substansi Penelitian: Menganalisis alasan geopolitik di balik kemenangan China atas Jepang pada proyek KCJB. Kunci kemenangan diplomasi ekonomi China adalah fleksibilitas mereka dalam menyetujui skema Business-to-Business (B2B) murni tanpa jaminan kedaulatan fiskal (APBN).
b. Persamaan: Berfokus pada dinamika diplomasi ekonomi dan kesepakatan pembiayaan pada megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
c. Perbedaan: Literatur ini meneliti starting point atau masa madu proyek (2015-2018) dengan skema murni B2B. Sedangkan penelitian penulis mengkaji fase penyelesaian krisis (2021-2024) yang justru secara ekstrem menganulir komitmen awal B2B tersebut.
6. Jakarta-Bandung High-Speed Rail Project: Little Progress, Many Challenges (Dharma & Suryadinata, 2018)
a. Substansi Penelitian: Membedah faktor-faktor teknis dan politis penyebab stagnasi proyek KCJB. Penulis menyoroti birokrasi pembebasan lahan, regulasi yang tumpang tindih, dan hantaman logistik akibat pandemi COVID-19 sebagai penyebab utama meledaknya cost overrun.
b. Persamaan: Menjadikan krisis cost overrun (pembengkakan biaya) sebagai fokus latar belakang masalah proyek KCJB.
c. Perbedaan: Jurnal ini berhenti pada pemaparan "apa penyebab masalahnya" di masa pra-krisis pembiayaan. Sebaliknya, penelitian penulis berfokus pada "bagaimana solusi negosiasinya", yakni strategi pemerintah merestrukturisasi utang setelah masalah tersebut meledak.
7. Pergeseran Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur: Analisis Penggunaan APBN pada Proyek KCIC (DMKP UGM, 2022)
a. Substansi Penelitian: Mengkaji secara kritis anomali kebijakan pemerintah Indonesia dalam menerbitkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang mengizinkan penggunaan APBN untuk menambal cost overrun pada proyek KCIC, yang awalnya dijanjikan murni Business-to-Business (B2B).
b. Persamaan: Memfokuskan analisis pada momen kritis transisi strategi pembiayaan KCIC dari skema korporasi murni menjadi skema yang didukung oleh modal negara.
c. Perbedaan: Wicaksono menganalisis pergeseran ini dalam koridor kebijakan publik domestik. Sebaliknya, penelitian ini mengartikulasikan intervensi APBN tersebut ke dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional (EPI), memposisikan penggunaan dana negara sebagai instrumen "perlawanan" strategis terhadap dominasi kreditur asing (China Development Bank).
8. Ekonomi Politik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Antara Kepentingan Nasional dan Ancaman Jebakan Utang (Wahyu Setyo Nugroho Diah Ayu Permatasari & Maharani Savitri, 2022)
a. Substansi Penelitian: Mengkaji dilema ekonomi politik pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan kebutuhan modernisasi transportasi dengan tingginya risiko jeratan utang Tiongkok. Penelitian ini menemukan bahwa pembengkakan biaya mulai menggerus narasi "keuntungan ekonomi" yang digagas pada awal proyek.
b. Persamaan: Sama-sama menggunakan kacamata Ekonomi Politik Internasional untuk menganalisis proyek KCJB dan menguji validitas ancaman debt trap.
c. Perbedaan: Jurnal ini lebih berfokus pada evaluasi narasi keuntungan ekonomi secara umum (analisis untung-rugi) pada periode konstruksi awal. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik meneliti "strategi mitigasi/restrukturisasi"-nya, khususnya negosiasi tenor 40 tahun pasca-2021.
9. Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Melalui Belt and Road Initiative (BRI) dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia Tahun 2019-2023 (Muthia Ilma Fauziyyah et al., 2024) 
a. Substansi Penelitian: Membedah asimetri kekuatan dalam relasi kerja sama infrastruktur Indonesia-RRT. Jurnal ini menyimpulkan bahwa ketergantungan Indonesia pada modal dan teknologi Tiongkok membuat Indonesia berada pada posisi tawar (bargaining position) yang lemah saat krisis terjadi.
b. Persamaan: Menjadikan konsep "Interdependensi Asimetris" dan pendanaan Belt and Road Initiative sebagai kerangka analisis utama.
c. Perbedaan: Literatur ini berhenti pada kesimpulan bahwa posisi Indonesia "lemah" akibat ketergantungan modal. Penelitian ini mengambil langkah lebih maju dengan membuktikan bagaimana Indonesia mencoba menyeimbangkan kelemahan tersebut (memperkuat bargaining) melalui manuver intervensi negara.
10. Analisis Politik Bebas Aktif Indonesia Dalam Netralitas di Tengah Great Power Competition Asia Tenggara (Kiki Kurniawan et al., n.d.) 
a. Substansi Penelitian: Menganalisis sikap Indonesia yang menyambut investasi RRT untuk dorongan ekonomi, namun tetap menjaga jarak secara geopolitik (strategi lindung nilai/hedging) agar tidak tersubordinasi oleh kebijakan Beijing melalui diversifikasi mitra.
b. Persamaan: Sama-sama mengkaji upaya strategis Indonesia agar tidak didominasi atau terperangkap oleh kekuatan kapital Tiongkok.
c. Perbedaan: Literatur ini mengkaji strategi pertahanan secara makro pada level kebijakan luar negeri. Sebaliknya, penelitian ini membedah pertahanan pada tataran teknis ekonomi-politik, yakni intervensi regulasi (PMN) dan perpanjangan tenor utang.
Diskursus mengenai kehadiran kapital Tiongkok di Indonesia, khususnya melalui proyek Kereta Cepat Jakrta-Bandung (KCJB), sering kali terjebak dalam dikotomi antara kebutuhan Pembangunan infrastruktur dan ketakutan akan diplomasi jebakan utang (debt-trap diplomacy). Melalui tinjauan berbagai literatur akademik, terlihat sebuah pergeseran narasi yang signifikan, di mana kegagalan bayar yang berujung pada hlangnya asset strategis bukan sekedar desain sengaja dari Beijing, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh factor mismanajemen domestic negara debitur. Dalam konteks Indonesia, proyek KCJB menjadi panggung ujian bagi kemampuan negara dalam melakukan mitigasi Risiko dan negosiasi ulang saat skea awal menemui jalan buntu.
	Secara substansi, terdapat titik temu di antara para peneliti bahwa ancaman jebakan utang dari inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) merupakan variable independent yang nata. Namun, data indicator makro ekonomi menunjukan bahwa posisi utang Indonesia terhadap Tiongkok sebenarnya masih berada dalam batas aman jika dibandingkan dengan total PDB. Persamaan pandangan juga muncul pada peran sentral actor domestic, para ahli meyakini bahwa pemerintah negara peneria meiliki ruang tawar yang signifikan dan tidak sepenuhnya tersubordinasi oleh kepentingan elit di Beijing.  Proyek ini juga diakui senagai hasil dari diplomasi ekonomi Tiongkok yang sangat fleksibel dalam menawarkan skema Business-to-Business (B2B) tanpa jaminan kedaulatan fiscal pada masa awal kesepakatan untuk memenangkan persaingan dengan Jepang.
	Meskipun memiliki perasaan dalam melihat konteks, literatur-litertur ini menunjukan perbedaan tajam pada focus fase proyek dan pendekatan analisisnya. Sebagian literatur berhenti pada analisis “starting point” atau masa keemas an proyek (2015-2018) yang menggunakan skema murni B2B. Di sisi lain, muncul kajian yang lebih mutakhir yang menyoroti fase kritis (2021-2024), di mana terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) akibat masalah pembebasan lahan dan dampak pandemi COVID-19. Perbedaan mencolol juga terlihat pada cara memaknai intervensi negara melalui Perpres No.93 Tahun 2021; satu sisi melihatnya sebagai anomaly kebijakan public domestic, sementara perspektif Ekonomi Politik Internasioal (EPI) memandangnya sebagai instrument “perlawanan” strategis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di hadapan kreditur asing seperti China Development Bank.
	Korelasi dari kesuluruhan literatur ini membentuk sebuah pemahaman komprehensif bahwa reasi Indonesia-Tiongkok bersifat interdependensi asimetris. Meskipun ketergantungan pada modal dan teknologi Tiongkok sempat dianggap melemahkan posisi tawar Indonesia, langkah-langkah regulative seperti pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) dan negosiasi perpanjangan tenor utang hingga 40 tahun menjadi bukti manuver strategis pemerintah. Pada akhirnya, keseluruhan literatur ini mentimpulkan bahwa Indonesia tidak sekadar pasif menghadapi dominasi kapital Tiongkok, melainkan aktif menerapkan strategi hedging atau lindung nilai untuk menjaga jarak geopolitik sembari tetap mengamankan keberlanjutan proyek infrastruktur nasional.
Tabel 2.1 Tinjauan Literatur
	No
	Penulis, tahun, judul penelitian
	Substansi penelitian
	Persamaan dengan penelitian ini
	Perbedaan (Gap/Novelty)

	1
	Brautigam, 2020, A Critical Look at Chinese 'Debt-Trap Diplomacy': The Rise of a Meme 
	Membedah secara kritis narasi diplomasi jebakan utang China. Penelitian ini berargumen dan membuktikan bahwa kegagalan bayar yang berujung pada hilangnya aset strategis sebuah negara disebabkan oleh mismanajemen fiskal dan birokrasi domestik negara debitur, bukan karena jebakan yang didesain secara sengaja oleh Beijing. 
	Sama-sama mengkaji dan membongkar konsep ancaman debt-trap diplomacy dalam proyek pinjaman infrastruktur China. 
	Brautigam menggunakan pendekatan global dengan fokus studi kasus kegagalan di Afrika. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik memotret studi kasus di Indonesia (KCJB) sebagai bentuk keberhasilan strategi negara debitur memitigasi jebakan tersebut melalui restrukturisasi utang. 

	2
	Santoso, 2021, Motif Geonomi Tiongkok dalam Penawaran Skema B2B pada Proyek Kereta Cepat di Indonesia 
	Menganalisis alasan mendasar (geoeconomic motives) mengapa Tiongkok berani mengambil risiko besar dengan menawarkan skema murni Business-to-Business tanpa jaminan APBN di tahun 2015, semata-mata untuk mengalahkan hegemoni Jepang di Asia Tenggara. 
	Menganalisis relasi pembiayaan awal proyek KCIC yang disepakati tanpa menggunakan jaminan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
	Literatur ini berfokus pada "niat dan strategi awal" dari pihak Tiongkok sebagai kreditur. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada "respons dan strategi akhir" dari pihak Indonesia sebagai debitur ketika skema awal tersebut menemui jalan buntu. 

	3
	Wijaya, 2022, Jebakan Utang Tiongkok: Mitos atau Realitas dalam Pembangunan Infrastruktur Indonesia 
	Melakukan uji literatur terhadap teori jebakan utang menggunakan data indikator makroekonomi Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa rasio utang Indonesia ke Tiongkok masih dalam batas aman dibandingkan dengan total PDB, sehingga ancaman debt trap dianggap masih terkendali. 
	Menjadikan konsep ancaman debt trap dari inisiatif BRI sebagai variabel independen yang diuji terhadap kondisi ekonomi Indonesia. 
	Jurnal ini menggunakan pendekatan makroekonomi kuantitatif (rasio utang terhadap PDB). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif EPI, berfokus pada dinamika bargaining (tawar-menawar) aktor negara dalam menyiasati ancaman spesifik pada satu entitas proyek konsorsium. 

	4
	Jones & Hameiri, 2020, Debunking the Myth of 'Debt-Trap Diplomacy' 
	Laporan ini membongkar mitos bahwa inisiatif BRI adalah grand-strategi yang disetir secara sentral dari Beijing. Penelitian ini menemukan bahwa proyek BRI seringkali terfragmentasi dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan elit dan institusi lokal di negara penerima pinjaman. 
	Sama-sama meyakini bahwa aktor domestik di negara penerima memiliki peran dan ruang tawar yang signifikan dalam proyek infrastruktur China. 
	Jurnal ini berfokus pada fragmentasi kebijakan China secara luas, sedangkan penelitian penulis berfokus pada langkah regulatif secara spesifik (Perpres No.93/2021) oleh pemerintah Indonesia dalam membalikkan keadaan krisis pendanaan. 

	5
	Noor & Yinning, 2024, The Jakarta-Bandung High-Speed Railway: A Case Study in Chinese Economic Diplomacy in Indonesia 
	Menganalisis alasan geopolitik di balik kemenangan China atas Jepang pada proyek KCJB. Kunci kemenangan diplomasi ekonomi China adalah fleksibilitas mereka dalam menyetujui skema Business-to-Business (B2B) murni tanpa jaminan kedaulatan fiskal (APBN). 
	Berfokus pada dinamika diplomasi ekonomi dan kesepakatan pembiayaan pada megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 
	Literatur ini meneliti starting point atau masa madu proyek (2015-2018) dengan skema murni B2B. Sedangkan penelitian penulis mengkaji fase penyelesaian krisis (2021-2024) yang justru secara ekstrem menganulir komitmen awal B2B tersebut. 

	6
	Dharma Negara & Suryadinata, 2018, Jakarta-Bandung High-Speed Rail Project: Little Progress, Many Challenges 
	Membedah faktor-faktor teknis dan politis penyebab stagnasi proyek KCJB. Penulis menyoroti birokrasi pembebasan lahan, regulasi yang tumpang tindih, dan hantaman logistik akibat pandemi COVID-19 sebagai penyebab utama meledaknya cost overrun. 
	Menjadikan krisis cost overrun (pembengkakan biaya) sebagai fokus latar belakang masalah proyek KCJB. 
	Jurnal ini berhenti pada pemaparan "apa penyebab masalahnya" di masa pra-krisis pembiayaan. Sebaliknya, penelitian penulis berfokus pada "bagaimana solusi negosiasinya", yakni strategi pemerintah merestrukturisasi utang setelah masalah tersebut meledak. 

	7
	DMKP UGM, 2022 Pergeseran Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur: Analisis Penggunaan APBN pada Proyek KCIC 
	Mengkaji secara kritis anomali kebijakan pemerintah Indonesia dalam menerbitkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang mengizinkan penggunaan APBN untuk menambal cost overrun pada proyek KCIC, yang awalnya dijanjikan murni Business-to-Business (B2B). 
	Memfokuskan analisis pada momen kritis transisi strategi pembiayaan KCIC dari skema korporasi murni menjadi skema yang didukung oleh modal negara. 
	Wicaksono menganalisis pergeseran ini dalam koridor kebijakan publik domestik. Sebaliknya, penelitian ini mengartikulasikan intervensi APBN tersebut ke dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional (EPI), memposisikan penggunaan dana negara sebagai instrumen "perlawanan" strategis terhadap dominasi kreditur asing (China Development Bank). 

	8
	Nugroho, 2022, Ekonomi Politik Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Antara Kepentingan Nasional dan Ancaman Jebakan Utang 
	Mengkaji dilema ekonomi politik pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan kebutuhan modernisasi transportasi dengan tingginya risiko jeratan utang Tiongkok. Penelitian ini menemukan bahwa pembengkakan biaya mulai menggerus narasi "keuntungan ekonomi" yang digagas pada awal proyek. 
	Sama-sama menggunakan kacamata Ekonomi Politik Internasional untuk menganalisis proyek KCJB dan menguji validitas ancaman debt trap. 
	Jurnal ini lebih berfokus pada evaluasi narasi keuntungan ekonomi secara umum (analisis untung-rugi) pada periode konstruksi awal. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik meneliti "strategi mitigasi/restrukturisasi"-nya, khususnya negosiasi tenor 40 tahun pasca-2021. 

	9
	Muthia, 2024 Kerja Sama Indonesia-Tiongkok Melalui Belt and Road Initiative (BRI) dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia Tahun 2019-2023 
	Membedah asimetri kekuatan dalam relasi kerja sama infrastruktur Indonesia-RRT. Jurnal ini menyimpulkan bahwa ketergantungan Indonesia pada modal dan teknologi Tiongkok membuat Indonesia berada pada posisi tawar (bargaining position) yang lemah saat krisis terjadi. 
	Menjadikan konsep "Interdependensi Asimetris" dan pendanaan Belt and Road Initiative sebagai kerangka analisis utama. 
	Literatur ini berhenti pada kesimpulan bahwa posisi Indonesia "lemah" akibat ketergantungan modal. Penelitian ini mengambil langkah lebih maju dengan membuktikan bagaimana Indonesia mencoba menyeimbangkan kelemahan tersebut (memperkuat bargaining) melalui manuver intervensi negara. 

	10
	Kiki Kurniawan, 2026, Analisis Politik Bebas Aktif Indonesia Dalam Netralitas di Tengah Great Power Competition Asia Tenggara 
	Menganalisis sikap Indonesia yang menyambut investasi RRT untuk dorongan ekonomi, namun tetap menjaga jarak secara geopolitik (strategi lindung nilai/hedging) agar tidak tersubordinasi oleh kebijakan Beijing melalui diversifikasi mitra. 
	Sama-sama mengkaji upaya strategis Indonesia agar tidak didominasi atau terperangkap oleh kekuatan kapital Tiongkok. 
	Literatur ini mengkaji strategi pertahanan secara makro pada level kebijakan luar negeri. Sebaliknya, penelitian ini membedah pertahanan pada tataran teknis ekonomi-politik, yakni intervensi regulasi (PMN) dan perpanjangan tenor utang. 




1.2 Kerangka Teoritis/Konseptual
Penelitian ini memosisikan hubungan Indonesia-Tiongkok sebagai interdependensi ekonomi yang menghasilkan keuntungan Pembangunan, tetapi secara bersamaan juga berpotensi menciptakan ketergantungan investasi apabila terjadi dominasi pembiayaan dan teknologi.
1. Teori Complex Interdependence: Menjelaskan Rasionalitas dan Keuntungan Kerja Sama Indonesia-Tiongkok
Teori Complex Interdependence dikembangkan oleh Keoane dan Nye melalui kritik terhadap pandangan realisme yang menempatkan negara semata sebagai actor keamanan. Menurut teori ini, hubungan internasional modern ditandai oleh meningkatnya saling ketergantungan (mutual dependence) antar negara melalui berbagai saluran interaksi ekonomi, institusional, dan sosial, sehingga kepentingan ekonomi sering kali lebih dominan dibanding penggunaan kekuatan militer. Terdapat tiga karakter utama teori ini; adanya multiple channels of interaction, tidak adanya hierarki Tunggal isu (absence of hierarchy among issues), dan menurunnya dominasi instrument militer dalam hubungan antarnegara.
Dalam konteks proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), kerja sama Indonesia–Tiongkok menunjukkan karakter interdependensi yang kompleks. Indonesia membutuhkan akses terhadap modal besar, teknologi kereta cepat, dan percepatan pembangunan infrastruktur nasional, sementara Tiongkok membutuhkan perluasan pengaruh ekonomi, pasar konstruksi luar negeri, dan implementasi agenda Belt and Road Initiative (BRI).(Dhiaulhaqi An Nazhmi & Slamet Mulyono Redjosari, n.d.)
Proyek KCJB memperlihatkan bagaimana hubungan tersebut dibangun melalui berbagai saluran sekaligus. Pada level negara, kerja sama dijalankan melalui kesepakatan bilateral dan dukungan kebijakan pembangunan. Pada level korporasi, proyek dikelola melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menghubungkan BUMN Indonesia dengan perusahaan dan lembaga pembiayaan Tiongkok. Pada level teknis, proyek membuka ruang transfer teknologi dan pelatihan tenaga kerja nasional.(Dhiaulhaqi An Nazhmi & Slamet Mulyono Redjosari, n.d.)
Keuntungan yang diperoleh Indonesia dalam kerangka complex interdependence dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pembangunan KCJB mempercepat modernisasi transportasi nasional dan menjadi jalur kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Kedua, proyek membuka akses terhadap teknologi baru seperti sistem komunikasi GSM-R, ballastless track, Tunnel Boring Machine (TBM), dan teknologi Electric Multiple Unit (EMU) yang sebelumnya belum dimiliki Indonesia. Ketiga, kerja sama ini menciptakan peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan keterlibatan tenaga kerja domestik dalam proses konstruksi dan operasional.(Paksi, 2026)
Melalui perspektif ini, hubungan Indonesia–Tiongkok tidak dipahami sebagai hubungan eksploitatif sejak awal, tetapi sebagai bentuk kerja sama yang memberikan manfaat timbal balik (mutual gains). Namun, teori ini juga mengakui bahwa interdependensi tidak selalu bersifat simetris.
2. Teori Dependency: Menjelaskan Risiko Ketergantungan dan Strategi Pengurangannya
Untuk menjelaskan bagaimana Indonesia merespons risiko dominasi investasi Tiongkok, penelitian ini menggunakan teori Dependency. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa hubungan ekonomi internasional sering menghasilkan struktur ketergantungan antara negara yang memiliki sumber daya modal dan teknologi (core) dengan negara yang lebih membutuhkan pembiayaan dan pembangunan (periphery).
Menurut Andre Gunder Frank, ketergantungan terjadi ketika pembangunan negara berkembang dibentuk oleh struktur ekonomi eksternal sehingga ruang pengambilan keputusan domestik menjadi terbatas.(Frank, 1967) Sementara Theotonio Dos Santos menekankan bahwa ketergantungan muncul ketika ekspansi ekonomi suatu negara ditentukan oleh kondisi dan keputusan ekonomi negara lain.(Dos Santos, 1978)
Dalam kasus KCJB, risiko ketergantungan mulai terlihat ketika struktur pendanaan proyek didominasi oleh pinjaman eksternal. Sekitar 75% pembiayaan berasal dari China Development Bank dan hanya sebagian yang berasal dari modal konsorsium. Ketika terjadi pembengkakan biaya hingga sekitar USD 7,3 miliar, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan restrukturisasi pembiayaan dan peningkatan keterlibatan negara untuk menjaga keberlanjutan proyek.(Achmad Ibrahim & Niniek Karmini, 2023)
Namun, penelitian ini tidak menggunakan teori dependency untuk menyimpulkan bahwa Indonesia menjadi negara yang sepenuhnya bergantung. Sebaliknya, teori ini digunakan untuk membaca strategi negara dalam mengurangi ketergantungan (dependency reduction strategy).
Dalam konteks penelitian ini, strategi Indonesia dapat dianalisis melalui empat instrumen utama.
Pertama, penguatan kontrol domestik melalui aktor nasional, terutama mempertahankan posisi dominan BUMN Indonesia dalam struktur kepemilikan dan pengelolaan proyek sehingga keputusan strategis tidak sepenuhnya ditentukan investor eksternal. (Assessing China’s Economic Influence in Indonesia: The Case of Jakarta-Bandung High-Speed Rail, n.d.)
Kedua, transformasi investasi menjadi transfer teknologi, yaitu mengubah ketergantungan modal menjadi akumulasi kapasitas domestik melalui pelatihan SDM dan adaptasi teknologi kereta cepat.(Paksi, 2026)
Ketiga, restrukturisasi dan negosiasi pembiayaan, yakni upaya memperpanjang tenor, mengurangi tekanan pembayaran, serta menjaga keberlanjutan proyek tanpa kehilangan kontrol terhadap aset strategis. (Reuters, 2025)
Keempat, diversifikasi sumber pembangunan nasional, sehingga proyek infrastruktur masa depan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu negara investor.
Dengan demikian, teori dependency dalam penelitian ini berfungsi bukan sebagai alat untuk membuktikan adanya “jebakan utang”, tetapi untuk menjelaskan bagaimana negara berkembang membangun kapasitas negosiasi dan strategi adaptasi agar interdependensi ekonomi tidak berubah menjadi ketergantungan struktural.

2.3 Asumsi Penelitian
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep yang digunakan, maka penulis mengajukan asumsi penelitian sebagai dugaan sementara yang kebenarannya perlu diuji. Peneliti berasumsi bahwa “Strategi ekonomi Indonesia melalui intervensi APBN dan restrukturisasi tenor utang 40 tahun pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) merupakan upaya rasional interdependency untuk memitigasi risiko debt trap dan mengamankan kedaulatan ekonomi nasional di tengah tekanan hegemoni finansial Tiongkok dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI)” dengan tinjauan analisis sebagai berikut:
1. Asumsi utama dalam penelitian ini berpijak pada pandangan bahwa dinamika hubungan asimetris antara Indonesia dan Tiongkok dalam megaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak secara otomatis menggiring Indonesia ke dalam jurang jebakan utang absolut (debt-trap diplomacy). Sebaliknya, pemerintah Indonesia diasumsikan menerapkan strategi otonomi defensif yang rasional melalui pendekatan neomerkantilisme dan diplomasi ekonomi guna mereduksi kerentanan fiskal serta mempertahankan kedaulatan nasional. Asumsi ini dibangun di atas proposisi bahwa keputusan mengalihkan skema pendanaan dari murni bisnis-ke-bisnis (business-to-business) menjadi keterlibatan fiskal negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan manuver proteksi yang sah untuk mengamankan kepemilikan aset strategis sebesar 60% pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
2. Dengan menyuntikkan modal negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meregosiasi tenor pinjaman dari China Development Bank menjadi $40$ tahun, Indonesia secara pragmatis memperlebar ruang fiskal domestik sekaligus meminimalkan daya tekan politik-ekonomi kreditur eksternal dalam jangka pendek. Lebih lanjut, asumsi ini meyakini bahwa proses transfer teknologi kereta cepat dijadikan instrumen aktif oleh Indonesia untuk mentransformasikan ketergantungan modal (capital dependency) menjadi akumulasi kapasitas keilmuan nasional (knowledge acquisition). Transformasi ini dilakukan melalui sertifikasi masinis lokal, penguasaan sistem nirkabel GSM-R, dan pemeliharaan mandiri unit armada Whoosh, sehingga pada akhirnya Indonesia berhasil menciptakan relasi bilateral yang seimbang dalam bentuk ketergantungan yang dikelola (managed interdependence) tanpa harus melakukan pemutusan hubungan ekonomi yang ekstrem (decoupling).
3. Keputusan pemerintah Indonesia untuk mengubah skema pembiayaan dari Business-to-Business (B2B) menjadi intervensi negara melalui penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilandasi oleh pandangan strategis bahwa keberlangsungan infrastruktur nasional adalah bagian integral dari keamanan ekonomi. Berdasarkan Teori Neomerkantilisme yang dikemukakan oleh Robert Gilpin (Gilpin & Gilpin, n.d.), ekonomi merupakan instrumen kekuatan negara di mana negara memiliki legitimasi untuk melakukan intervensi aktif ketika mekanisme pasar dianggap mengancam stabilitas nasional. Dalam konteks ini, penggunaan APBN melalui Perpres No. 93 Tahun 2021 dianalisis sebagai wujud nyata dari variabel Intervensi Negara (State Intervention). Ketahanan nasional menuntut adanya perlindungan terhadap aset strategis, sehingga ketika skema bisnis murni menemui jalan buntu akibat cost overrun, negara bertindak sebagai aktor pusat guna mencegah kegagalan proyek secara sistemik. Oleh karena itu, asumsi mendasar yang dibangun adalah bahwa perubahan skema pembiayaan ini merupakan langkah proteksi neomerkantilisme untuk mengalihkan risiko dari sektor korporasi ke negara demi membentengi aset strategis dari potensi penyitaan oleh pihak asing.
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